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UU No. 18 Tahun 1999 
Tentang Jasa Konstruksi

UU No. 4 Tahun 2011Tentang 
Informasi Geospasial

Perpres No. 94 Tahun
2011Tentang BIG

PERKA BIG 
NO.13 Th 

2016 
Tentang  

Akreditasi 
Lembaga 
Penilaian 

Kesesuaian 
Penyedia 

Jasa Bid.IG

Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu 
Pemkot / Pemkab

IUJK

KEPMEN PU No. 
223/KPTS/M/2011

TentangPenetapan
OrganisasidanPengurus 

LPJKN 2011 - 2015

dll

Sertifikat 
Badan Usaha

(SBU)

LPJK BSA
PII

SKA/
SKT

Sertifikat Keahlian
(SKA) dan 
Sertifikat

Ketrampilan 
(SKT)

SKA/
SKT

SKA/
SKT

BSA
ISI

Sertifikat 
Badan  saha

(SBU)

Ijin Usaha Jasa 
Informasi Geospasial 

(IUJIG)

UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG UU 
POKOK AGRARIA

Jasa 
lainnya

Jasa Pengadaan 
Barang

Jasa 
Konstruksi

Jasa 
Konsultan

Sertifikat 
Tenaga

Profesional
(STP) dan 
Sertifikat 

Ketrampilan 
(STT)

BAGAN ALIR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PERKA 
BIG NO.14 
Th 2016 
Tentang  

Akreditasi 
Lembaga 
Penilaian 
Kesesuaia
n Tenaga 

Prof Bid.IG

PERKA 
BIG 

NO.04Th 
2013 

Tentang  
Akreditasi 
Lembaga 
Pelatihan/

Kursus  
Bid.IG

PERPRES No.16 Tahun 
2018Tentang Pengadaan 

Barang Dan Jasa

SKB Menteri 
Perdagangan dan 

Menteri PU Tentang 
Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi

PERPRES NO.17 TAHUN 2015 
TENTAN G KEMENTRIAN ATR

PERMEN AGRARIA N0.11 TH 
2017TTG  SKB

PSL3 AY 1 KJSKB &  BH 
Jasa Survei, Pemetaan 
,Informasi Geospasial

UU No. 2 Tahun 2017 
Tentang Jasa Konstruksi

PPNO.24TAHUN 1997 TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH

PP NO.128 TH 2015 TENTANG JENIS 
DAN TARIF ATAS JENIS PNBP 

DI B

P ER MEN AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALL 

NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG 
SURVEYOR KADASTER BERLISENSI



PASAL 4  JENIS PENGADAAN BARANG 
DAN JASA

A. PENGADAAN BARANG

B. JASA KONSTRUKSI

C. JASA KONSULTANSI

D. JASA LAINNYA
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BARANG

• setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang (Pasal 1 Point 29)

PEKERJAAN 
KONSTRUKSI

• keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali
suatu bangunan (Pasal 1 point 30)

JASA 
KONSULTANSI

• jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh olah pikir. (Pasal 1 point 31)

JASA LAINNYA

• jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodelogi
khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. (Pasal 1 point 32)
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Pasal 3 Point 1 Perpres No. 16 
th 2018 

• Pekerjaan survey dan pemetaan
masuk dalam layanan jasa
konsultansi. Hal ini lebih
diperkuat dengan Peraturan
Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No. 9 th
2018 pada lampiran 2.2.2

Realisasi :

• BIG maupun BPN memasukkan
Jasa Survey dan Pemetaan
dalam layanan jasa lainnya. Hal 
ini adalah tidak sesuai dengan
definisi yang tercantum dalam
Pasal 1 Point 32 Perpres 16 th
2018.

Seharusnya :

• Perijinan jasa survey dan 
pemetaan tidak dikenal dalam
golongan jasa lainnya, sehingga
dari pihak Badan Perijinan
Terpadu disarankan ke Perijinan
Jasa Konstruksi yaitu dengan
SIUJK.



ADD A FOOTER 6

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Kementrian Agraria Dan  Tata  Ruang serta BIG telah
melanggar Perpres No  16  tahun 2018  dimana baik

kedudukan Peraturan Menteri Agraria dan  
pemilihan bidang jasa lainnya oleh  BIG  secara

hirarki kedudukannya lebih rendah dari pada Perpres.

Menurut asas hukum Lex Superior Derograt Legi
Inferiori peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan

aturan yang berhirarki lebih rendah

Kembali ke persoalan pekerjaan survey dan pemetaan, 
karena masuk dalam layanan pekerjaan jasa

konsultansi maka dalam pemilihan penyedia jasanya
menggunakan metode seleksi

seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa
konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh 
semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi

syarat

Permen Agraria Dan Tata 
Ruang No.11 Tahun 2011 Dan 

Kebijakan BIG
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• Yang dapat menjadi peserta seleksi umum adalah hanya perusahaan
konsultan yang memenuhi persyaratan , dan  bukan KJSKB seperti
selama ini terjadiPERPRES

• Adalah sama – sama mempunyai klasifikasi bidang usaha jasa
perencana dan pengawas konstruksi ataupun konsultansi spesialis, 
sehingga kita semua tidak mempunyai klasifikasi bidang jasa
lainnya.   Dengan demikian, kita semua tidak berhak untuk mengikuti
pelelangan jasa lainnya baik di Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang
ataupun Badan Informasi Geospasial (BIG).

Anggota
APSPIG 

• Karena dengan memilih jasa lainnya kecuali tenaga ahli tidak dihargai
juga dapat dihindari adanya banting – bantingan harga,yang akan
menurunkan kualitas pekerjaan. Untuk itu, perlu merubah sistem
pelelangan dari klasifikasi jasa lainnya menjadi klasifkasi jasa
konsultansi, sebelum berjalannya Jasa Informasi Geospasial di BIG.

Klasifikasi
Jasa Lainnya



Undang-Undang No.4 Tahun 2011 
Tentang Informasi Geospasial

• Dengan Dikeluarkannya Undang Undang No 4 tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial, maka pengadaan barang dan jasa
pemerintah akan bertambah 1 (satu) Bidang lagi yaitu Jasa
Informasi Geospasial. 

• Pada pasal 56 undang-Undang No 4 tahun 2011 

1.Ayat 1 Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Badan

Usaha wajib memenuhi persyaratan administratif

dan persyaratan teknis

2.Persyaratan Administratif :

a. Akte Pendirian Badan Hukum Indonesia. 

KJSKB  adalah Badan Usaha Non Badan

Hukum.

b. Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

KJSKB tidak mempunyai ijin usaha.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KJSKB  tidak memenuhi

persyaratan administratif
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3.Persyaratan Teknis

a. Memiliki Sertifikat yang memenuhi

klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia

jasa dibidang IG.

b. Memiliki tenaga profesional yang

tersertifikasi di bidang IG

4.Sertifikasi dilakukan lembaga independen yang 
telah terakreditasi oleh Badan.

5.Sertifikat tenaga profesional diterbitkan oleh
lembaga yang berwenag,sesuai ketentuan
Peraturan Kepala Badan.

6.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
sertifikasi diatur Kepala Badan.
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Persyaratan
administratif
sebagaimana yang 
dimaksud ayat (1) 
paling sedikit
meliputi :

Akte Pendirian
badan hukum

Indonesia 

Ijin Usaha Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Persyaratan teknis
sebagaimana

dimaksud pada 
ayat (1) huruf 6 

meliputi :

Memiliki sertifikat yang 
memenuhi klasifikasi dan 

kualifikasi sebagai penyedia
jasa di bidang Informasi

Geospasial

Memiliki tenaga profesional
yang tersertifikasi di 

bidang Informasi
Geospasial

Sertifikasi
sebagaimana

dimaksud pada 
ayat (3)huruf a :

dilakukan oleh lembaga independen yang 
telah mendapat akreditasi dari Badan 

Sertifikasi Tenaga profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan

oleh lembaga yang berwenang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara

sertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan peraturan

Kepala Badan
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Pasal 56 Undang Undang Nomor 4 
tahun 2011 diatas mensyaratkan bahwa

perusahaan pelaksana Informasi
Geospasial harus memenuhi

Berbadan Hukum
(minimal bentuk usaha

PT Bukan CV)

Mempunyai Akte serta
ijin usaha di bidang

Informasi Geospasial

Mempunyai sertifikat
Badan Usaha dibidang

IG (SBU)

Mempunyai tenaga
profesional dibidang IG

Dari ketentuan pasal 56 Undang Undang No 4 tahun
2011 maka jasa informasi geospasial merupakan jasa

yang berdiri sendiri yang tidak mungkin bisa
dimasukkan ke salah satu jenis pengadaan barang dan 
jasa pemerintah seperti yang dimaksud pasal 3 ayat 1 

Perpres No 16 Tahun 2018

Oleh karenanya agar pengadaan barang / jasa informasi
geospasial memenuhi unsur legalitas maka seyogyanya
di dalam perubahan terhadap pasal 3 ayat 1  Perpres No 
16 tahun 2018 yaitu dengan menambahkan satu (1) yaitu

jasa informasi geospasial .

Disamping hal tersebut diatas ketentuan pasal 56 
Undang –Undang Nomor 4 tahun 2011 harus segera
direalisasi mengingat waktu 3 tahun yang diberikan

dalam ketentuan peralihan Undang-Undang no 4 tahun
2011 yakni pasal 69 sudah habis.
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